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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka akan diperoleh 

beberapa kesimpulan antara lain adalah : 

1. Proses pengadaan tanah itu sendiri mengacu pada Peraturan Presiden 

Nomor 65 Tahun 2006 Jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 

dengan peraturan pelaksanaan adalah Peraturan Kepala BPN Nomor 3 

Tahun 2007. Kegiatan pengadaan tanah ini berada pada masa transisi 

perpindahan peraturan perundang-undangan yang baru terbit yaitu 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Kepentingan Umum. Hal ini terjadi karena saat akan memulai kegiatan 

pengadaan tanag belum dikeluarkannya peraturan pelaksanaan mengenai 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Kegiatan pengadaan tanah ini 

belum selesai dilaksanakan karena sampai sekarang baru sampai pada 

tahap musyawarah warga untuk penentuan besar nilai ganti rugi terhadap 

tanah milik warga terkena proyek. Dalam pelaksanaan kegiatan 

musyawarah warga untuk penentuan besaran ganti rugi terhadap nilai 

tanah ditemui hambatan, karena sampai pada tahap musyawarah yang 

kedua para warga pada dasarnya masih menolak terhadap nilai ganti rugi 

yang ditawarkan oleh panitia pengadaan tanah. Nilai tanah yang 

ditawarkan sudah melalui proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga 
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penilai tanah yang telah ditunjuk oleh Panitia Pengadaan Tanah. 

Masyarakat masih menganggap nilai ganti rugi yang ditawarkan masih 

jauh dari harapan masyarakat. 

2. Pembangunan informasi pertanahan yang dilakukan diharapkan bisa 

memberikan gambaran mengenai lokasi pembangunan jalan tol dalam 

konteks penggunaan tanah sekitar lokasi pembangunan jalan tol dan juga 

nilai tanah yang berada pada lokasi pembangunan jalan tol sehingga bisa 

dijadikan patokan dalam hal memberikan nilai ganti rugi yang layak. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bagaimana jalannya 

proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo serta 

pembangunan informasi pertanahan sehingga dapat diperoleh saran sebagai 

berikut : 

1. Bahwa sebaiknya dalam pelaksanaan pengadaan tanah diperlukan adanya 

kerjasama yang lebih rapi antara pihak-pihak yang terlibat proses 

pengadaan tanah sehingga dalam pelaksanaannya tidak akan ditemui 

hambatan yang berarti. 

2. Diperlukan adanya suatu pembangunan informasi yang terpadu terkait 

proses pengadaan tanah yang memerlukan kerjasama yang baik antar 

instansi yang terkait. 

3. Dalam hal pemberian ganti rugi terhadap tanah milik warga yang terkena 

proyek hendaknya diberikan pemahaman terhadap warga terkait besaran 
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nilai ganti rugi yang akan diberikan sehingga warga tidak mengganggap 

nilai yang diberikan terlalu rendah. 
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